CASCADING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BAUBAU TAHUN 2023

VISI : MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERAH
DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023
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H Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) H
- L
Sasaran Target Tahunan H

MiISI |:‘|> Tujuan Indikator R Indikator Kinerja Pemda Formula Indikator Satuan .

> Strategis I:> 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |=

i Indeks Pembangunan .

) Meningkatnya 1 € % | 90.65 | 91.05| 91.18 | 91,30 | 91.43 | 91,56 |
Mewujudkan Kota . Pemberdayaan Gender (IPG) H

R Meningkatkan .

Baubau Sebagai Kota . Perempuan -
R Pemerataan Kualitas SDM -

Maju dalam :
Pembangunan .

L

-

et

nak Kota Baubau

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

L]

3 Kondisi | Kondisi

k Tujuan Indikator Tujuan Satuan | Tahun | Tahun

k Awal ke 5

E Meningkatkan 1 Indeks Pembangunan % 9065 | 9156

k Pemerataan Gender (IPG)

1 Kualitas SDM 1 [Persentase Korban Jumlah korban KDRT yang

] KDRT yang tertangani  [dilayani sesuai standar dibagi % 30 40 50 60 70 80

sesuai prosedur semua jumlah korban kali 100

2 [Skor Capaian Kota Layak |Jumlah indikator

Anak (KLA) kabupaten/kota layak anakyang | ¢ o | 415 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
dapat dipenuhi dibagi total
indikator KLA dikali 100
3 [Capain PUG Jumlah Kriteria Pencapaian PUG

Kriteria 0 2 3 5 6 7

T ssssssssssssssssssnsnnnnnnnnnn

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
PROGRAM Kegiatan : Target

DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat

: Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
s Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan E L 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023
asaran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kegiatan : |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Inikator Kinerja Formula Indikator Satuan 2022 | 2023 Indikator satuan Target
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pl 1 229 T2

Persentase cakupan [Persentase cakupan \ Perencanaan Perangkat Dortmen 2 2 2 1 2
Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah Daerah
Administrasi Administrasi Persentase Perencanaan




Perkantoran

Perkantoran

100

100

Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

%

100

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Laporan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Laporan

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran

Kegiatan: |Daerah

Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

2019

2020

2021

2022

2023

Indikator satuan Target
Persentase Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah % 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Orang/Bulan

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

Jumlah Dokumen hasil
penyediaan Administrasi
Pelaksana tugas ASN

Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan keuangan
bulanan/triwulan/semest
eran dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semest
eran SKPD

Laporan

12

12

12

12

12

Kegiatan :
E Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Sasaran

Kegiatan :

Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

2019

2020

2021

2022

2023




Indikator satuan Target
Persentase Administrasi
Barang Milik Daerah pada % 100

Perangkat Daerah

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah laporan Konsiliasi
dan Penyusunan Laporan

Kegiatan: |[Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat
Kegiatan: [Daerah

Indikator satuan Target
Persentase Administrasi
Kepegawaian Perangkat % 100
Daerah
Kegiatan: [Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran ) L. .

. Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan :

Indikator satuan Target
Persentase Administrasi

% 100

Umum Perangkat Daerah

) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Kegiatan :
Daerah
Sasaran Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Kegiatan: [Pemerintahan Daerah

Indikator satuan

Target

Persentase Penyediaan Jasa

ot e as

Laporan 12 12 12 12 12
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah B
pada SKPD
Target
Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian
X ) . Paket/Lembar 31 31 31 31 31
Atribut Kelengkapannya Dinas beserta Atributnya
Jumlah pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan
. . L Orang 5 5 5 5 5
Berdasarkan Tugas dan Fungsi fungsi yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Target
Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Jumlah Paket Komponen
. . Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi L
L Listrik/Penerangan Paket 1 1 1 1 1
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang
disediakan
. Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan
dan Perlengkapan Kantor Paket 1 1 1 1 1
Perlengkapan Kantor L
yang disediakan
Jumlah Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan dan €
N dan Penggandaan yang Paket 1 1 1 1 1
EE diadakan
Jumlah Dokumen bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan
Dokumen 1 1 1 1 1
Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan
yang disediakan
- . Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitas Kunjungan Tamu . Laporan 1 1 1 1 1
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat
L 24 24 24 24 24
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan konsultasi aporan
SKPD
Target
Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Laporan 1 1 1 1 1

Menyurat




rFenunjang vrusan 70 1uvu
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Kegiatan : Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran
Kegiatan :

Persentase Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan

100

Persentase
Perangkat Daerah
yang melaksanakan
PPRG

Jumlah Perangkat
Daerah yang
melaksanakan PPRG
dibagi jumlah
perangkat daerah
dikali 100

%

G PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN € *  |Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatkan implementasi PUG pada Pemerintah Sasaran Meningkatnya Pelembagaan Pengar_ustamaan
Sasaran . Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Daerah Kegiatan :
Kewenangan Kabupaten/Kota

49

Persentase Pelembagaan % 100
Pengarustamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
disediakan

Laporan

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang disediakan

Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
pelayanan umum kantor
yang disediakan

Laporan

Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya X
X X perorangan dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan i . i
. kendaraan dinas jabatan Unit 9 9 9 9 9
Perorangan Dinas atau Kendaraan L
X yang dipelihara dan
Dinas Jabatan . .
dibayarkan pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jum!ah p.eralatan dan .
. mesin lainnya yang Unit 10 10 10 10 10
Lainnya L
dipelihara
Jumlah gedung kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan bangunan lainnya i
. Unit 1 1 1 1 1
Kantor dan Bangunan Lainnya yang
terpelihara/direhabilitasi

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan PUG
termaksud PPRG

yang Mengikuti Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk
Perencanaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah

Perangkat
Daerah




Persentase
Pelayanan Kasus
Kekerasan terhadap
Perempuan
termasuk TPPO
sesuai standar

PROGRAM PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Meningkatnya kualitas Penyedia Layanan
Sasaran perlindungan terhadap Perempuan korban

kekerasan Tingkat kabupaten/ kota

Jumlah perempuan
korban kekerasan

termasuk TPPO yang
dilayani sesuai standar %
dibagi jumlah
perempuan yang
mengalami kekerasan
dikali 100

100

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,

Kegiatan: [Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Sasaran Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada
Kegiatan: |Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan

KabuiateniKota

Persentase Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan

% 100

Kabupaten/Kota
5 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup
Ki tan :
eglatan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Meningkatnya cakupan layanan bagi Perempuan
Kegiatan: |Korban Kekerasan lingkup Daerah kabupaten/kota

Persentase cakupan layanan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan lingkup Daerah
kabupaten/ kota

% 100

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Persentase lembaga penyedia
layanan Rujukan Lanjutan bagi
perempuan korban kekerasan
memerlukan koordinasi
kewenangan kabupaten/ kota

Kegiatan: |Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya lembaga penyedia layanan Rujukan

Sasaran lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang

Kegiatan: |memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/

kota

100

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
Mendapat Advokasi dan
Pendampingan Kebijakan
Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Organisasi

24

24

24

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Rapat Koordinasi
Kerjasama Lintas Sektor
dan Lembaga Masyarakat
dalam Pencegahan Kasus
Kekerasan terhadap
Perempuan

Kegiatan

13

13

13

13

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban

Jumlah Perempuan
Korban Kekerasan

Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

layanan pengaduan
perlindungan perempuan

Kekerasan Kewenangan Tingkat Kabupaten/Kota Orang 17 17 17 17 17
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan
Layanan Pengaduan
Koordinasi dan Sinkronisasi
. Jumlah kasus kekerasan
Pelaksanaan Penyediaan Layanan ang terlavani di unit
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan VIS Y Orang/Korban [ 38 38 38 38 38




Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Kegiatan: |Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pemahaman Keluarga (PUSPAGA) Sasaran

SEEETE akan Kelembagaan Pusat Pembelajaran Kegiatan :

Jumlah Laporan
Pengembangan
Kegiatan Masyarakat

Persentase keluarga [Jumlah Pusat

X Persentase keluarga yang Pengembangan Kegiatan Masyarakat T
yang mendapatkan - |Pembelajaran Keluarga berkonsultasi peningkatan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga R Laporan 1 1 1 1 1
i i P 8 Kualitas Keluarga
pembinaan dan (PUSPAGA) sesuai % 80 kualitas keluarga dalam % 100 Kewenangan Kabupaten/Kota
penguatan standar dibagi jumlah mewujudkan kesetaraan Kewenangan
kelembagaan PUSPAGA dikali 100 Kabupaten/Kota

gender terlayani

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan
Sasaran Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Kegiatan: |Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang
wilayah kerjanya dalam Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring Antar

Penguatan Jejaring antar Lembaga Lembaga Penyedia
Persentase lembaga penyedia Penyedia Layanan Peningkatan Layanan Peningkatan
layanan bagi keluarga yang % 100 Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kualitas Keluarga Dokumen ! ! ! ! !
mendapatkan pembinaan dan Kabupaten/Kota Kewenangan
penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam
Kegiatan: |Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah
kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga
dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah
kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

Persentase Penyediaan
Layanan Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA) sesuai
standard

Sasaran
Kegiatan :

Komprehensif bagi
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan
Perlindungan Anak yang
Wilayah Kerjanya
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota yang

Torcedia

Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Komprehensif bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Perlindungan
% 100 Anak yang wilayah kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Layanan 1 1 1 1 1




PROGRAM

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER
DAN ANAK

Sasaran

Persentase
Perangkat Daerah
yang memanfaatkan
data gender dan anak

Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Sistem
Data Gender dan Anak

Jumlah Perangkat

Daerah yang memiliki

data gender dan anak

dibagi jumlah % 87
perangkat daerah

dikali 100

PROGRAM

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PUHA)

Sasaran

Persentase lembaga
penyedia layanan
pemenuhan hak
anak sesuai standar

Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan
Pemenuhan Hak Anak sesuai standar

Persentase Sekolah
Ramah Anak (SRA) (SD,
M, SMP, MTs) dan
lembaga layanan
kesehatan (Puskesmas % 86
dan Rumah Sakit)
Ramah Anak sesuai
standar

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian

Kegiatan: |Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis
Sasaran .
. dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam
Kegiatan :

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan
Anak dalam Kelembagaan
Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

% 100

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,

Kegiatan: |Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga
Sas:-?ran Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha
Kegiatan :

Persentase Pelembagaan PHA
pada Lembaga Pemerintah,
Non pemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kewenangan Kabupaten/Kota

% 100

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Kegiatan: |Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan

Kegiatan: |Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase lembaga penyedia

layanan bagi Anak yang

mendapatkan pembinaan dan % 100
penguatan kelembagaan

Penyajian dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak

dalam Kelembagaan Data di
Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Penyajian dan
Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan

Data di Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha yang
mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak
pada Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media
Usaha dan Dunia Usaha

Organisasi

100

100

100

100

100

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasi
Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan

Kualitas
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Hidup Anak

Dokumen




PROGRAM PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang memerlukan
Sasaran perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi

Tingkat daerah Kabupaten/ Kota

Persentase anak
yang memerlukan
perlindungan khusus
dan memperoleh
layanan sesuai
standar

Jumlah anak korban
kekerasan yang
dilayani sesuai standar
dibagi Jumlah anak
yang mengalami
kekerasan dikali 100

% 100

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang

Kegiatan: |Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Sasaran Meningkatnya lembaga penyedia layanan bagi anak

Kegiatan: |yang memerlukan perlindungan khusus

Persentase lembaga penyedia
Layanan Bagi Anak yang
memerlukan perlindungan
khusus sesuai standar yang % 100
memerlukan koordinasi
Tingkat daerah Kabupaten/

Kota
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan
Kegiatan: [perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi
Tingkat daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Meningkatnya lembaga penyedia layanan bagi anak
Kegiatan: |yang memerlukan perlindungan khusus

Persentase lembaga penyedia
Layanan Bagi Anak yang
memerlukan perlindungan
khusus sesuai standar yang % 100
memerlukan koordinasi

Tingkat daerah Kabupaten/

Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Kegiatan : Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
E *  |Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan
Kegiatan: |Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah
yang Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap  Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

OPD/Masyarak
at

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi anak yang
memerlukan Perlindungan Khusus

Jumlah Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan Orang 15 15 15 15 15
Pengaduan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penguatan Jejaring Antar

Penyedia Layanan Anak yang Lembaga Penyedia

Memerlukan Perlindungan Layanan Anak yang

Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota [Memerlukan Dokumen 1 1 1 1 1
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi

Paninglatan Kanacitac Simhear Nava

Jumlah Sumber Daya
Lembaga Penyedia




Persentase Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Khusus
Anak sesuai standar Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

%

100

B RULU U USILUS SIS Uy

Layanan yang dilatih

Lembaga Penyedia Layanan Anak yang N .

Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penanganan
Kasus terhadap Anak

Orang

40

40

40

40

40




